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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang

diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf d,
huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hurufa, hurufb, huruf
e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000. 000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk
pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
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KATA PENGANTAR

P uji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan sehingga buku
ini dapat terselesaikan. Buku ini mengulas tentang Hukum Eksekusi,
khususnya di bidang perdata. Materi yang diulas dalam buku ini mengenai
tempat Hukum Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata, pengertian, asas-
asas dan jenis-jenis eksekusi serta manfaat mempelajari Hukum Eksekusi.
Selanjutnya dibahas tentang eksekusi putusan pengadilan yang dimulai
dari pengertian putusan dan upaya hukum terhadap putusan, dilanjutkan
dengan pembahasan tata cara eksekusi putusan mulai dari peringatan
(aanmanning), penerbitan surat perintah eksekusi, sita eksekusi, berita
acara eksekusi dan penjualan lelang terhadap barang yang telah disita

eksekusi.

Berikutnya dibahas tentang eksekusi terhadap grose akta notariil
berdasarkan Pasal 224 H.L.R. Eksekusi terhadap sertifikat hak tanggungan
juga dibahas dalam buku ini yang meliputi kekuatan eksekutorial
sertifikat hak tanggungan dan tata cara eksekusi sertifikat hak tanggungan.
Kemudian dibahas eksekusi sertifikat jaminan fidusia, dimulai dari pener-
bitan sertifikat jaminan fidusia, kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan
fidusia dan tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Eksekusi putusan
arbitrase juga dibahas dalam buku ini yang meliputi keberadaan arbitase
dalam penyelesaian sengketa perdata, upaya hukum terhadap putusan
arbitrase serta tata cara eksekusi putusan arbitrase. Pada bagian akhir
buku ini dibahas hambatan-hambatan yang timbul dalam eksekusi, baik

hambatan yuridis maupun hambatan non yuridis serta upaya menang-
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gulangi hambatan tersebut

Terselesaikannya buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai
pihak yang telah memberikan masukan dan saran yang konstruktif. Untuk
itu Penulis menghaturkan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada
semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Penulis juga
ucapkan terima kasih kepada Penerbit LaksBang Group Yogyakarta, yang

telah berkenan menerbitkan buku ini sehingga sampai ke tangan Pembaca.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati Penulis menghaturkan
buku ini agar dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan serta
ilmu pengetahuan di bidang Hukum Eksekusi, khususnya dalam perkara
perdata. Namun demikian, seperti kata pepatah “Tiada gading yang tak
retak” Penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan dan kekurangan
buku ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dan
konstruktif sangat Penulis harapkan bagi kesempurnaan buku ini dan
buku-buku berikutnya.

Surabaya, Medio Oktober 2018.

Salam Penulis,

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum, C.N.
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BAB VIII

PENUTUP

Dari seluruh uraian pada bab terdahulu dapat Penulis tarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara perdata terdiri atas tiga tahap, yaitu tahap
pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap
pendahuluan dimulai dari pesiapan penyusunan gugatan sampai
dimasukkannya gugatan ke pengadilan. Tahap penentuan dimulai
dari pemeriksaan persidangan yang meliputi proses jawab-menjawab,
proses pembuktian dan diakhiri dengan penjatuhan putusan. Setelah
putusan dijatuhkan maka dilanjutkan dengan upaya hukum sampai
putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde). Tahap pelaksanaan adalah pelaksanaan atau eksekusi
dari putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

tersebut.

2. Selesainya pemeriksaan perkara sampai dijatuhkan putusan hakim
bukan akhir dari proses perkara perdata, akan tetapi yang terpenting
adalah apakah putusan tersebut dapat dieksekusi dalam artian hak-
hak dari pihak yang menang yang terkandung dalam putusan dapat
dilaksanakan dengan baik. Apabila pihak yang kalah tidak mau
melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan, maka

dia dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dengan bantuan
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pengadilan. Artinya pengadilan dapat memaksakan pelaksanaan
putusan secara paksa kepada pihak yang kalah perkara, dengan
bantuan alat keamanan. Jadi, esensi dari penyelesaian perkara perdata
adalah sampai dapat dilaksanakannya putusan hakim guna memenuhi

hak-hak dari pihak yang memenangkan perkara tersebut.

3. Eksekusiitu sendiri pada dasarnya adalah menjalankan putusan hakim
oleh pengadilan dalam perkara yang pada awalnya diperiksa oleh
hakim pengadilan negeri, yang dilakukan atas perintah dan dengan
pimpinan ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara
itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal undang-undang.
Putusan yang dapat dieksekusi hanyalah yang berisi penghukuman
yaitu putusan condemnatoir, sedang putusan constitutif dan declaratif
tidak memerlukan eksekusi. Pihak yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan putusan dalam perkara perdata adalah Ketua Pengadilan
Negeri, yang mula-mula menjatuhkan putusan tersebut. Sebagai pihak
yang bertanggungjawab atas pelaksanaan (eksekusi) putusan perkara
perdata, Ketua Pengadilan Negeri harus menjamin terlaksananya
eksekusi putusan dengan menyelesaikan semua hambatan dan kendala

dalam pelaksanaan putusan.

4. Eksekusi putusan di samping dilaksanakan secara paksa, juga dapat
dilakukan secara sukarela, yakni jika pihak yang kalah perkara
melaksanakan secara sukarela kewajibannya yang tercantum dalam
putusan. Dengan demikian, maka putusan tersebut dilaksanakan
secara damai tanpa memerlukan upaya paksa dari pengadilan negeri.
Sedangkan jika pihak yang kalah perkara tidak secara sukarela
melaksanakan putusan, maka dapat dipaksa untuk melaksanakannya
dengan bantuan pengadilan. Pelaksanaan putusan secara paksa oleh
pengadilan dimulai dari pemberian peringatan (aanmanning) yang jika
peringatan tersebut tidak diindahkan maka diikuti dengan penerbitan
surat perintah (penetapan) eksekusi, yang dilanjutkan dengan sita
eksekusi dan penjualan lelang. Inti atau esensi dari eksekusi adalah

penjualan lelang, yakni menguangkan barang-barang yang telah disita
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guna membayar kewajiban termohon eksekusi kepada pemenang

perkara (pemohon eksekusi).

S. Eksekusi secara paksa tidak hanya ditujukan terhadap putusan
pengadilan (hakim) akan tetapi dapat pula ditujukan terhadap
dokumen lain yang mempunyai titel eksekutorial. Dengan
pencantuman titel eksekutorial itu maka dokumen tersebut
dipersamakan kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dapat dilaksanakan
secara paksa dengan bantuan pengadilan. Dasar pelaksanaan secara
paksa atas dokumen bertitel eksekutorial tersebut adalah Pasal 224
H.LR. Adapun dokumen bertitel eksekutorial yang dapat dieksekusi
secara paksa dengan bantuan pengadilan adalah grose akta notariil
yaitu grose akta hipotik dan surat-surat hutang, sertifikat hak
tanggungan dan sertifikat jaminan fidusia. Di samping itu terdapat
putusan lembaga lain yang juga dapat dieksekusi secara paksa dengan
bantuan pengadilan, yaitu putusan lembaga arbitrase baik arbitrase

nasional maupun internasional.

6. Eksekusi putusan dalam perkara perdata tidak selalu lancar sesuai
harapan semua pihak, akan tetapi tidak jarang mengalami hambatan
atau kendala. Hambatan dalam pelaksanaan putusan dapat bersifat
yuridis dan non yuridis. Hambatan yuridis dalam eksekusi putusan
adalah diajukannya peninjauan kembali atau gugatan perlawanan
terhadap putusan yang hendak dieksekusi. Dalam ketentuan undang-
undang telah ditegaskan bahwa dengan diajukan permohonan
peninjauan kembali dan perlawanan maka tidak menangguhkan
eksekusi putusan. Akan tetapi dalam praktik seringkali terjadi
eksekusi ditangguhkan atau ditunda manakala diajukan permohonan
peninjauan kembali dan gugatan perlawanan. Hambatan non yuridis
adalah bersifat teknis yang terjadi dalam praktik eksekusi di lapangan,
misalnya terkait biaya eksekusi yang mahal, obyek eksekusi tidak jelas
atau telah berpindah. Di samping itu juga adanya intervensi dalam

pelaksanaan eksekusi, yaitu intervensi dari pejabat di lingkungan

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum, C.N. 205
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lembaga peradilan atau pejabat eksekutif yang tidak bersedia mentaati

eksekusi tertutama jika dirinya terkena eksekusi putusan pengadilan.

7. Eksekusi pada dasarnya adalah roh dari penyelesaian perkara perdata.
Oleh karena itu setiap putusan perdata harus dapat dieksekusi agar
dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum atas hak-hak dari
pihak yang menang perkara selalu pemohon eksekusi. Keterlambatan
dalam eksekusi putusan atau eksekusi perkara perdata lainnya merupa-
kan suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Di samping itu
juga menimbulkan ketidakmanfaatan, karena putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat memberikan
manfaat khususnya kepada pihak yang memenangkan perkara.
Dengan demikian agar putusan pengadilan memenuhi asas keadilan,
kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum, maka
putusan pengadilan harus dapat dilaksanakan dengan baik dan tuntas.
Ketua pengadilan selaku pihak yang paling bertanggungjawab dalam
pelaksanaan putusan perkara perdata, wajib menjamin terlaksananya

eksekusi putusan agar berjalan dengan baik.
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